
PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANA TORA.JA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SUI,AWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NoMoR:.11 fr lvuttn 2p&4

TENTANG

BUPATI TANA TORA.IA,

bahwa datam rangka menentukan perhitungan besaran
Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan
Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah perlu ditetapkan kelompok Kemampuan Keungan
Daerah Kabupaten Tana Toraja yang dihitung
berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikuralgi
dengan belanja pegawai aparatur sipil negara;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan
Bupati Tana Toraja Nomor 18 Tahun 2017 tentarig
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan RaLyat Daerah, yang
mengamanatkan trahwa Kelompok Kemampuan Keualgan
Daerah ditetapkan setiap tatrun anggarar dengan
Keputusan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruJ a, dal huruf b perlu Eenetapkan Keputusan
Bupati Tana Toraja tentarrg Penetapan Kelompok
Kemampual Daerah Kabupaten Tala Toraja Tahun
Ar\ggarar, 2026;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Icmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagairnana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahur, 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijatan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penalganan Pandemi Corona Virus
Olseasi 2tttg (Covid 19" dan/alau S(abilitas Sisrem /
Keuangan menjadi Undang-Undang (L€mbaran Negaraf
Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 134, Tambahan'
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
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2. Undang-Undalg Nomor 12 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 82, Tambal.al
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimaaa telal diubai beberapa ka-li terakhir dengal
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahal Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun
2O1l tenta.ng Pembentukal Peratural Perundalg-
undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nornor 143, Tambal al Lembaral Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undaig Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembarar Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l-embaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5587) setragaimala
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Ul1dang Nomor 6 Tahun 2023 telftaJlg Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahru 2022 Cipta Kerja Menjadi Undarg-Undang
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Tana Torqja di Propinsi Sulawesi Selatan
(Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
333, Tambah lembaran Negara RepubLik Indonesia Nomor
7Oa4);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwalilan Ralryat Daerah (l,€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaral
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengal Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentarg Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukal Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 lah.ur. 2017
tentang Pengelompokan Kemampual Keuanga:t Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana
Operasinal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nornor 1067);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 "lah]un 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Berita Negara Republik Indonesia Talun 2020 Nomor
1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tara Toraja Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan darl Susunan
Perangkat Daerah (I,€mbaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan l,embaran
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana
Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tental]g Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dafl Susunan
Perangkat Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2022 Nomor 04, TaIllbaharr Lembaran
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);

10. Peratura-n Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun
2Ol7 ten.tal]g Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan
Dan Anggota Dewa! Perwakilan Ral<yat Daerah (I€mbaran
Daerah (abupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 03,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja
Nomor 21);

1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun
2025 tel]^tal]g Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026;

12. Peraturan Bupati Tara Toraja Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan darr Anggota Dewan Perwakilan Ralgrat Daerah;

13. Peraturan Bupati TaIa Tor{a Nomor 32 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeralr Tahun Anggarar, 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Kelompok Kemampuar Keungan Daeral
Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 adalah pada
Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedalg.
Kelompok Kemampual Keuargan Daerah Sedang
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditetapkan
berdasarkal data realisasi Anggaran Pendapatan dal Belanja
Daerah Kabupaten Tana Toraja 2 (dua) tahun anggaran
sebelumnya (taiun anggaran 2O24), dengan formula sebagai
berikut:
= (realisasi pendapatan umum daerah) - (realisasi belanja

pegawai aparatur sipil negara)
= Rp 7 a4.9 47 .57 4.46a 33 - Rp 47 2.3O6.4a4. 662,60
= Rp 312.641.089.805,73 (Tiga Ratus Dua Belas Milyar

Enan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Puluh
Semtrilal Ribu Delapal Ratus Lima Rupiah Tujuh Puluh
Tiga Sen).
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KET]GA

KEEMPAT

Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah yarlg
ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini berlaku juga untuk
kebijakan Pemerintahan Daerah yalrg memerlukan indikator
Kemampuan Keuangan Daerah.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2026.

Ditetapkar di Makale
pada tanggal 

"1 Vhuzr t 3b96

TORAJ
^L

ZADRAK TOMBEG

Tembusal disampaikal kepada Yttr. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tala Toraja di Makale;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale.


